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Belum Ada Requlasi Medsos

Anak Rentan Terpapar Konten Negatif Digital

ANGGOTA Badan Legislasi
(Baleg) DPR Arif Rahman me-
nilai (RUU) Perlindungan dan
Keamanan Siber mendesak
untuk difahas. Pasalnya, hingga
saal inf befum ada regulasi khu-

sus vang secara komprehensil

melindungt anak dart paparan
kontenberbahaya di dunia maya.

“Saat ini banyak pengguna
media sosial (medsos) usia dint
vang berpotensi terpapar konten
negatil dan ini dampaknya seri-
s, ujar Arif dalam keterangan-
nya, Jumat (14/11/2025).

Aril menilai, anak-anak In-
donesia kini menjadi kelompok
pengeunia iniernet paling rentan.
Banyak dari mercka bermainmed-
S0 LT Pengaswasan orang fua.
schingga mudah terpapar konten
negatl seperti kekerasan, pomo-
raf, angga penipuan digital.

Asosiasi Penyelenggara Jasa
Tnternel Indonesia (APJT) men-
catat, jumlah pengguna intemet di
Indonesiz tahun 2025 mencapat
228 4 juta jiwa atau seltar 80,66
persen dard total populasi. Dari
jumlahitu, 48 persen merupakan
remaja di bawah usia 18 tahun,

“Artinya, ruangsiber kita sudah
menjadi ruang bermain dan bela-

jar bagi anak-anak. Negara harus
hadir memberi perlindungan.”
legas Angaota Fraksi NasDem i

Sejumlah negara, ungkap Aril,
sudeh lebih duln menerapkan
regulasi ketat untuk melindung
anak dari dampak negatil medsos.

Seperti Australia, melarang peng- |

gunaan Instagram dan Favebook
bagi anak di bawah usta 16 tahun.
Kemudian, Prancis mengha-
ruskan platform digital mem-
peroleh perselujuan orang tud
sehiehum anak di bawah 13 tahun
membual akun medsos. Inggris
juga memiliki Undang-Undang
Keananan Daring (Online Safe-
Ly Act) yang memperketal tang-
gung jawab platform digital ter-
hadap konten berisiko bagi anak.
Di Filipina, tambah Arif, peng=
guna medsas bahkan diwajiblan
mengeunakin nomor dan identilas
resini saal membual akun untuk
mencegah akun anonim yang bisa
disalahgunakan. Dengan adanya
fickta itu, Indonesta perlu segera
memiliki undang-undang scrupa
agar upaya lilerast digital yang
digencarkan Pemerintah bisa
berjalan seimbang dengan sistem
perlindungan hukum yang kuat
RUU Perlindungan Siber,
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Arif Rahman
lambah dia, akan memperkual
penerapan Undang-Undang
Nomor 27 Tabun 2022 tentang
Pelindungan Data Pribadi yang
sudah resmi berlaku penuh pada
Oktaber 2024,

“Kalaw anak-anak bisa dilind-
ungi dari paparan negatf dan
kebocoran data pribadi sejak
dini, itu berart kita sedang me-
nyfapkan generasi digital yang
schat dan aman,” kata Arif.

Senada, Wakil Ketua Komisi
XII DPR Bambang Haryadi,
mendorong Pemerintah dan DPR
menyusin regulast Khosus berupa
undang-undang yang dapat mem-

berikan perlindungan dan mence-
ah potens kejaatan di nuang i
ber Indonesia. Sebiab ada bahaya

+|  penyebaran informasi palsu yang

kerap dilakukan oleh akun-akun

| anonim di duna digital.

“Fraksi Gerindra ingin men-
gusulken rancangan UU Perling-
ungan dan Keamanan Siber,”
katz Bambang dalam keteran-
ganmya, Jumat (L4/11/202).

Urgensi aturan ferscbut, beber
Bambang, juga bertujuan me-
lindungi anak-anak dari paparan
konten tidak bertanggung jawab.
Stlama ini banyak anzk bermain
eds0s anpa pengawasan orang
(ug, schingga sangat rentan terha-
dapinformasi yang menyesatkan.

Sckretaris Fraksi Gerindra
DPR ini menyebut sejumlah neg-
ara (elahmenerapkan pembatasan
medsos bagi anak-anak usia
tertentu. Seperti Australia mela-
rang penggunan Instagrem dan
Facebook untuk anak di bawah
16 tahun. Lalu Prancis yang
mengesahkan undang-undang
vang mengharuskan platform
mendapatkan persetujuan orang
(ug sl anak-anaknya di bawah
15 tahun membuat akun medsos.

Bepgitu juga Inggris dengan

UU Keamanan Daring. Juga
Filipina yang mempunyai aturan
mewajibkan pengeuna medsos
memakai nomor dan identitas
resmi saat membuat akun untuk
mencegah kun anonim.
Bambang mengingatkan, ket-
erangan ahli medsos lsmail Fah-
mi dalam sidang Mahkamah Ke-
hormatan Dewan (MKD) DPR
pada Senin (3/11/2025). Saat iy,
Ismail menjelaskan [enomena
contest collapse. Artinya, keka
video yang benar dalam kasus ini
anggola DPR berjoget di sidang
fabunan ditumpuk dengan narasi
tidak benar (entang kenatkan gaji
schingga menghasilkan hoax aki-
bat [raming yang menyesatkan.
Selain ristko hoax, tambih
Bambang maraknya akun anonim
juga memicu tingginya kasus
penipuan di medsos. Karena i,
perty adanya regulast yang kom-
prehensil untuk memperkuat per-
lindungan ruang digital Indonesia.
DPR ingin memastikan per-
lincngin siber bagi masyarakal.
Langkah ini sebagai pencegahan
untuk melindungt anak-anak.
*Juga mencegah munculnya
atkun anonim yang (ak bertang-
gung jawab." pungkasnya. WTIF
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